
  

 

 

BUPATI KAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  

 

PERATURAN BUPATI KAPUAS  

NOMOR     3    TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAPUAS, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 

Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan 

Masyarakat; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan             

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 

 

 



9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);  

10. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  001  Tahun  2012 

tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1118); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

761); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia 

Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 

 

 

 

 



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 442), 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

206); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 68); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Restribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 6); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kapuas Nomor 33). 

 

  MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT.  



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 

adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibelitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.  

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-

BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya. 

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya 

disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah 

Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh 

setiap warga secara minimal. 

9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif fan kualitatif 

yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak 

dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, 

proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar. 

 



10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas 

kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.  

11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan 

mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 

sosial, ekonomi, dan pemerintahan. 

12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah 

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

13. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah 

suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan 

yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan 

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan 

kesehatan perorangan. 

14. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak 

menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan 

persalinan normal. 

15. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan 

sumebr daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai 

pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. 
 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman 

kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban 

penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas. 

(2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan 

menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, 

BATAS WAKTU PENCAPAIAN 

DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

 Pasal 3 

Jenis Pelayanan 

 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan 
mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan 

(rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan 
(promotif) serta upaya rujukan. 

Pasal 4 

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian 

Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal 

(1) Jenis Pelayanan untuk Puskesmas : 

a. Upaya Kesehatan Perorangan, meliputi : 

1. Pelayanan Gawat Darurat; 
2. Pelayanan Rawat Jalan  

3. Pelayanan Rawat Inap  
4. Persalinan  

5. Pelayanan Laboraturiuim Sederhana  
6. Pelayanan Farmasi  
7. Pelayanan gizi  

8. Pelayanan Pasien keluarga miskin; 
9. Pelayanan Rekam Medik 
10. Pengelolaan limbah  

11. Administrasi dan Manajemen ; 
12. Pelayanan Ambulans dan mobil Jenazah  

13. Pelayanan Laundry; 
14. Pemelihraan; 
15. Pencegahan dan Pengendalian infeksi; dan  

16. Pelayanan Keamanan 
 

b. Upaya Kesehatan Masyarakat : 
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 
4. Pelayanan Kesehatan Balita; 
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; 

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; 
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; 

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; 
10. Pelayanan Keseharan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; 

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan 
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. 

 

(2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis 
pelayanan untuk upaya kesehatan perorangan pada Puskesmas , 

tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 



BAB IV 
PELAKSANAAN 

 

Pasal 5 
 

(1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan 
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab 
dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar 
Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. 

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan 
Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB V 

PENERAPAN 
 

Pasal 6 

 
(1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana 

kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan 
mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan 
Standar Pelayanan Minimal. 

 
(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran. 
(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang 

menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar 

Pelayanan Minimal. 
 
 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Bagian Kesatu 

 

Pembinaan 
 

Pasal 7 
 

 (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan 

oleh Kepala Dinas Kesehatan. 
(2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD 

dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD). 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa 
fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan 

teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang 
mencakup : 
a.  perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk 

mencapai Standar Pelayanan Minimal  
b.   penyusunan rencana pencapaian Standar pelayanan Minimal dan 

peneptapan target tahunan pencapaian Standar pelayananan 

Minimal  
c.     penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal  

d     pelaporan prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal  
e.     penyusunan peraturan perundang- undangan untuk implemetasi  

         PPK – BLUD pada puskesmas yang bersangkutan  



 
Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 8 

 

(1) Pengawasan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi 
pengawasan. 

(2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas 
dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dilakukan oleh pengawas internal. 

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin 

Puskesmas. 
 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal 10 Februari  2020 

BUPATI KAPUAS, 

 
ttd 

 
BEN BRAHIM S. BAHAT 

 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal  10 Februari 2020    
 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 

 ttd 
 
                       ANDRES NUAH  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR   3 

 

 


